PENGUMMAN!PERATURAN PEMERINTAH

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN
KESENIAN NOMOR KEP-10/MNPK/2000 TENTANG USAHA
JASA MANAJEMEN HOTEL JARINGAN INTERNASIONAL

(Peraturan Menteri Pariwisata R.I
Nomor 8 Tahun 2016, tanggal 22 Juni 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

' a. bahwa ketentuan Usaha Jasa Manajerhen Hotel
Jaringan Internasional sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Pariwisata dan Kesenian No-
maor
Manajemen Hotel Jaringan Internasional dinilai
sudah tidak relevan sehingga perlu dicabut;

| b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Per-
aturan Menteri Pariwisata tentang Pencabutan
Atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Kesenian
Nomor KEP-10/MNPK/2000 tentang Usaha Jasa
Manajemen Hotel Jaringan Internasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tamba-
han lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4916);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 ten-
tang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di
bidang Pariwisata {(Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nemor 5311);

| 4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

KEP-10/MNPK/2000 tentang Usaha Jasa |

Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Stan-
dar Usaha Hotel (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1186) sebagaimana diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pe-
rubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Eko-
nomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013
tentang Standar Usaha Hotel (Berita Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929); |

6. Peraturan -Menteri Pariwisata Nomor & Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen-
terian Pariwisata {Berita Negara Republik Indone-
sia Tahun 2015 Nomor 545);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PEN-

CABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PARIWI-

SATA DAN KESENIAN NOMOR KEP-10/MNPK/2000
TENTANG USAHA JASA MANAJEMEN HOTEL JAR-
INGAN INTERNASIONAL.

Pasal 1
Keputusan Menteri Pariwisata dan Kesenian
Nomor KEP-10/MNPK/2000 tentang Usaha Jasa
Manajemen Hotel Jaringan Internasional, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah-
kan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan pen-
empatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
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Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2016
MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2016.
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 942

( BN )

PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA |
BULAN MARET 2016

(Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral R.I
Nomor 5707 K/12/MEM/2016, tanggal 12 Mei 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
2 ayat (1), ayat {3) dan ayat (4} Peraturan Menteri En-

| ergi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012

tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula
Harga Minyak Mentah Indonesia, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
tentang Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia
Bulan Maret 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Rl Ta-
hun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Neg-
ara Rl Nomor 4152);

dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (Berita Negara Rl Tahun 2010 No-
mor 552) sebagaimana telah dua kali diubah tera-
khir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sum-
ber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita
Negara Rl Tahun 2014 Nomor 1725);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min-
eral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Penetapan Metodologi dan Formula Harga Min-
yak Mentah Indonesia (Berita Negara Rl Tahun
2012 Nomor 892);

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Min-
eral Nomor 3491 K/12/MEM/2015 tanggal 31
Juli 2015 tentang Penetapan Formula Harga Min- |
yak Mentah Indonesia Periode Juli 2015 sampai
dengan Juni 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PENETAPAN HARGA MINYAK
MENTAH INDONESIA BULAN MARET 2016.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010
tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembatikan
dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi {Lembaran Negara Ri
Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 5173);

3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
tanggal 27 Oktober 2014; Page 2

4, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min- | a.
eral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi = b.

KESATU:
Harga Minyak Mentah Indonesia pada bulan
Maret 2016 untuk :
Minyak Mentah Utama; dan
Minyak Mentah Lainnya,
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